ABSTRAK
Salma Nurul Fadila (2220010059) : Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bandung).

Perlindungan konsumen merupakan aspek fundamental dalam hubungan
antara konsumen dan pelaku usaha, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan
posisi yang berpotensi merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya
ringan. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala, antara lain
minimnya pemahaman masyarakat terhadap peran BPSK, keterbatasan sumber
daya manusia, serta perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian
sengketa  konsumen melalui BPSK  Kabupaten Bandung dengan
menghubungkannya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1)
mekanisme penerapan alternatif penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten
Bandung, (2) kekuatan hukum putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa
konsumen, dan (3) kendala serta upaya dalam penerapan alternatif penyelesaian
sengketa konsumen.

Penelitian ini menggunakan grand theory keadilan untuk menelaah
implikasi penyelesaian sengketa konsumen, middle range theory perlindungan
hukum untuk memastikan pemenuhan hak konsumen, serta applied theory
penyelesaian sengketa untuk mengkaji praktik penyelesaian sengketa melalui
BPSK. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan
deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait,
termasuk anggota BPSK, konsumen, dan pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
deskriptif analitis, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara
dengan pihak terkait, termasuk anggota BPSK, konsumen, dan pelaku usaha.
Analisis dilakukan untuk mengungkap sejauh mana pelaksanaan penyelesaian
sengketa konsumen di BPSK Kabupaten Bandung selaras dengan prinsip-prinsip
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di
BPSK Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, kecuali putusan arbitrase yang dapat
diajukan keberatan. Namun efektivitasnya masih terkendala aspek kelembagaan,
sumber daya manusia, regulasi, sosialisasi, dan pembuktian, sehingga diperlukan
upaya peningkatan kapasitas SDM, penguatan kerja sama, serta penyempurnaan
regulasi.
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Konsumen (BPSK), Alternatif penyelesaian sengketa.



ABSTRACT

Salma Nurul Fadila (2220010059): “Consumer Dispute Resolution Through the
Consumer Dispute Resolution Agency Linked to Law Number 8 of 1999 Concerning
Consumer Protection (Case Study of the Consumer Dispute Resolution Agency of
Bandung Regency)”.

Consumer protection is a fundamental aspect of the relationship between
consumers and businesses, especially when an imbalance occurs that could
potentially harm consumers. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer
Protection established the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) as a
means of resolving disputes outside the courts, expected to provide fast, simple, and
low-cost justice. However, in practice, various obstacles remain, including a lack
of public understanding of the BPSK's role, limited human resources, and differing
interpretations of the provisions of the Consumer Protection Law.

This study aims to analyze the mechanism for resolving consumer disputes
through the BPSK of Bandung Regency by linking it to Law Number 8 of 1999
concerning Consumer Protection. The research focuses on three main aspects: (1)
the mechanism for implementing alternative dispute resolution at the BPSK
(Regional Consumer Protection Agency) in Bandung Regency, (2) the legal force
of BPSK decisions in resolving consumer disputes, and (3) obstacles and efforts in
implementing alternative consumer dispute resolution.

This research uses a grand theory of justice to examine the implications of
consumer dispute resolution, a middle-range theory of legal protection to ensure
the fulfillment of consumer rights, and applied theory of dispute resolution to
examine the practice of dispute resolution through the BPSK. The method used is
empirical juridical with a descriptive-analytical approach, through literature
review and interviews with relevant parties, including BPSK members, consumers,
and business actors.

This research uses an empirical juridical method with a descriptive-
analytical approach, where data is obtained through literature review and
interviews with relevant parties, including BPSK members, consumers, and
business actors. The analysis was conducted to reveal the extent to which the
implementation of consumer dispute resolution at the BPSK in Bandung Regency
aligns with the principles of the Consumer Protection Law.

The results indicate that consumer dispute resolution at the BPSK in
Bandung Regency is carried out through conciliation, mediation, and arbitration.
BPSK decisions are final and binding, except for arbitration decisions, which can
be appealed. However, their effectiveness remains hampered by institutional,
human resources, regulatory, outreach, and evidentiary aspects. Therefore, efforts
to increase human resource capacity, strengthen cooperation, and refine
regulations are needed.

Keywords: Consumer dispute resolution, Consumer Dispute Resolution Agency
(BPSK), Alternative dispute resolution.
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